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LEMBARAN DAERAH
KOTA METRO

Vit S Tahun 2000 Seri B Nomer 10
PERATURAN DAERAH KOTA METRG

NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENUTUPAN JALAN UNTUK KERAMAIAN
DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA METRO,

Menimbang ' & bahws dengan telah terbentuknya Kota Metro
sebagai Daerah QOtonom, dalam penyealenggaraan
Otonomi Daersh perfu mengaiur purtgutan Daerak
sebagal sumber Pendapatan Asli Dasrah yang
merupakan salah satu penunjang Fembangunan
Dasrah;

b. bahwa Jalan adalah merupakan sarana transportasi
yang di manfastkan sebagei sarang pernubungan
darat oleh masyarakat umum, maka untuk meanjaga
kelancaran dan tertibnya berlalu fintas sehingga
tidek terjadi kemacetan lalu lintas, maka dalam
memberikan pslayanan kepada masyarakat uniuk
penrllupan  sementars terhadap jalan  umum
dipandang periu adanya pengaturan  tantang
panutupan jalan umun;

£ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b serta sesyai dengan pasal
B2 ayat {2) Undang - Undang Nomor 22 tahun
1989, dipandang periu membentuk Peraturan
Daerah tentang Retdibusi Izin Penutupan .Jalan
urttuk Keramaian;
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Mengingat

i

Undlang — undang Nomor 13 Tahun 1880 tentang
Jalan (Lembaran MNegara Tahun 1980 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Namor 3116);

Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3208);

Undang — undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Dati I} Way Kanan
Kabupaten Datt H Lampung Timur, dan Kotamadya
Deti li Matro (Lembaran Negara Tahun 1999 No.46,
Tambahan Lembaran Nagara 3839):

Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1988 No.80, Tambahan Lembaren Negara 3839);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
FPerimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan
Dasrah { Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851}

Peraturan Pemerintahan Nemor 14 Tahun 1987
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah
di Bidang Pekeraan Umum kepada Daerah TK K
(Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25,
tambahan lembaran Negara Nomor 3353);

Peraturan Pemearintah Nemor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Undang — undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (
Lembaran Megars Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah MNomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
MNegara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembararn Negara Nomor 3952);
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S Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1290 tertang
Taeknik FPenyusunan Persturan  Perundang -
undangan dan Beniuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintan dan Rancangan

Keputusan Presiden;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun

19497 tertang Penyidik Pegawai MNegeri Sipit di
linglungan Pemerintah Dasrah,

11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.O4, PW.O7
— 03 Tahun 1984 Tentang Wewenang Penyidik
Pegawai Megeri Sipil;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :PERATURAN DAERAH KOTA METRO
TENTANG RETRIBUSI IZIN
PENUTUPAN JALAN UNTUK
KERAMAIAN.
BABI

KETENTUAN UMUM
Pasat 1
Datam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Daerah Kota Metro;

b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Metro,

¢. Pemerintah Daerah adalah Kepala Dasrah beserta
Perangkat Daersh Ctonom yang lain sehagal
Badan Eksekutif Daerah;
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d.

Kepala Daerah adatah Walikota Metro:
Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota hetro;
Kepaia Dinas adalsh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro:;

Izin adalah Izin yang diberikan dalam rangka Penutupan Jalan
Untuk Keramaian Berdasarkan Peraturan Perundang — undangan
yang berlaky;

Retribusi adalah Biaya lzin Penutupan Jalan Untuk Keramaian
yang dihitung berdasarkan lamanya hari Penutupan Jalan;

Kegiatan Komersial adalah segala bentuk kegiatan  promosi |
pertunjukan. sirkus, pasar hiburan dan sejenisnya:

Kegiatan Sosial adalah kegiatan yang bukan mengarah kepada
komersial seperti : pesta dan sejerisnya,

Kegiatan Umum adalah  kegiatan yarg dilskukan  oish
Pemerintah Daerah dan masyarakat antara lain : Upacara kegiatan
hari besar Nasional dan Keagamaan;

Tanda dilerang adalah tanda yang dipasang dikedua arah masuik
jatan yang dipergunakan untul keramaian.

Surat Pemberitahuan Retribusi adaiah surat yang digunakan oleh
wajib Retribusi untuk  melaporkan perhitungen dan pembaysran
Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;

Waijib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menuryt
peraturan perundang — undangan Retribusi diwzfibkan  untuk
melskukan pembayaran Rebibusi  termasuk pungutan  atau
pemotongan Relribusi tertentu:

Surat Ketetapan Retribusi Dasrah {SKRD) adaiah Surat Kepitusan
yeng menentukan besarnya jumiah Retribusi  Dasrah wyang
tarutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah { STRD ) adalah Surat untuk
melakukan tagihan Retribusi busi dan atau  sanksi Administrasi
barupa bunga atau denda:
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g Momer Pokok Wajib Retribusi Dasrah | NPWRD ) adalah Nomor
Pokok Wajib Retribusi yang di Daftar dan menjadi Mdentitas bagi
setiap Wajib Retrbusi:

r.  Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian Besarnya Retribusi
yang harus dibayar oleh Wajitr Retribusi (WR);

s. Kas adalah Kas Daerah Kota Metro;
t.  Bank adalsh Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk
tempat Pembayaran Retribusi
BAEB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasai 2
Dengan nama Retribusi 1zin Penutupan Jalan untuk Keramaian, dipungut
Retribusi kepada sefiap orang atau badan atas pemberian izin oleh
Pemerintah Daerah;

Pasal 3

Objek Retribusi adalah, Setiap Penutupan Jalan yang dimaksudkan
untuk keramaian, kegiatan Komersial dan kegiatan Sosial:

Pasal 4
Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi dan atau Badan Hukum yang
menutup jalan untuk keramaian, kegiatan komersial dan kegistan Sosial:
BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSH
Pasal 5

Golongan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini
adalah termasuk Golongan Retribusi Perizinan tertentu;
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EAB IV
KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Pertama
Parmohonan
Pasal 6

{1) Setiap orang atau Badan Hukum yang skan Menutup Jalan
dimaksudkan untuk Keramaian harus memiliki lzin terlebih dahulu
dari Kepala Dasrah;

{2} Untuk mempercleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) passl ini
harus menyampaikan permohonan terlebih dahuly kepada Kepala
Daerah melalui Kepala Dinas;

Bagian Kedua
Persyaratan
FPasal 7

(1) Permohonan sebagsimana dimaksud ayat (2) pasal 6 Peraturan

Daerah ini dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut |
Izin Keramaian dari Instansi yang berwenang

l:-. Denah lokasi / situasi jalan yang akan ditutup dan jalur Alernatif
untuk kelancaran lalu lintas;

€. Kartu Tanda Penduduk { KTP }

{2) Bentuk surat permohonan dimaksud ayat (1) diatur oleh Kapala
Daersh:
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Bagian Ketiga
Penerbitan izin Penutupan Jalan
Pasal B
(1) Kepala Dinas atau Pejabat yang di tunjuk mengadakan penelitian
kelengkapan  persyaratan  permohonan  Penutupan  Jalan
sebagaimana dimahksud Pasal 7 ayat (1) peraturan daerah i,

(2) Jika persyaratan telah lengkap dan benar, permohonan diterima dan
diberi bukti tanda terima;

{(3) Dalam jangka wakiu 2 hari setelah permohonan diterima, Pejabat
sebagaimana tersebut ayat (1) menetapkan besarmya Retribusi yang
wajtb diteyar;

{4) Berdasarkan penetapan sebagaimana tersebut dalam ayat (3)
Femohon membayar Retribusi,

Pasal 9@

(1) Berdasarkan laporan dari Bevita Acara Pemeriksaan oleh petugas,
Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah menerbitkan Surat Izin.

(2} Jangka wakiu penerbitan lzin selambat — lambatrya 3 hari kerja,
terhitung sejak ditsrimanya laporan dan berita acara pemeriksasn.

(3) Bentuk dan macam izin ditetapkan oleh Kepala Daerah,

BEAB YV
LARANGAN DAN SANKS! PELANGGARAN
Bagian Pertama
Larangan
Pasal 10

(1) Sebelum diterbitkan lzin, dilarang untuk  menutup jalan  atau
memasang landa dilarang;



jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO g

Bagian Kedua
Sanksi Pelanggaran
Fasal 11
{1} lzin dapat dibatalkan dan atau dicabut kembali apabila :
8. Lokasi Jalan yang ditulup tidak sesuai dengan lzin yang
diberikan:
b. lzin yang dikeluarkan didasarkan atas keterangan yang tidak
benar;
{2} Pengenean sanksi dilaksanakan atas dasar Perintah Hepala Daerah;
BAE VI
TARIF RETRIBUSI
Fasal 12

{1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mendapatkan izin dikenakan
Retribusi;

(2) Besamya Relribusi lzin Penutupan Jalan adalah sebagai berikut -
a.  Kegiatan Kemersial ... Rp. 50.060 / hari
b. Kegiatan Sesial......................_Rp 10.000/ han
£ Kegiatan Umum........ccoenn tidak dipungut biaya.

{3) Pungutan sebagaimans tersebut ayat (2), Pasal ini, disetorkan ke
Kas Daerah melalut Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Dasrah:

Pasal 13

(1) Terhadap orang ateu Badan Hukum yang mendapatkan lzin. selain
dikenakan Retribusi jugs dikenakan biaya administrast:

(2} Besarnya biaya administrasi adalah sebagai barikut :
3. Kegiatan Komersial dan Kegiatan Sosial .. Rp. 15000
b. Kegiatan Umum tidak dikenakan biaya administrasi;

{3} Pungutan sebagaimana tersebut ayat (2) pasal Ini, dipergunakan
langsung untuk keperluan Operasional Penyealesaian lzin:
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Pazal 14

Khusus Jslan Jend. Sudirman, Jalan Jend. A Yani, Jalan Imam Bonjol,
Jalan Veteran, Jalan Sukarmo Hatta tidak diperkenankan untuk ditutup.

BAB VI
WILAYAH PUNGUTAN
Pasal 15
Retribusr dipungut di Wilayah Daerah tempat Pelayanan pemberian Izin;
BAB Vill
TATA CARA PENETAFPAN RETRIBUSIH
Pasal 16
(1) Penetapan Reiribusi dengan menerhitkan SKRD:
(2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana di maksud ayat (1) ditetapkan

oleh Kepala Daerah:
BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai 7 lunas;

{2) Tata cara pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaren
Retribusi akan distur dengan Keputusan Kepata Daerah;

(3} Keputusan sebagaimana di maksud ayat (2) sebelum di tetapkan
terlebih dahulu di musyawarahian dan disetujui oleh DPRD;
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Pasal 18
{1) Rancangan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Fasal
17 ayat (2} Peraturan Daergh ini, di sampaikan kepada DPRD
galambat — lambatnya 1 { satu } bulan setelah Pergturan Daerah ini
diundangkan |

(<) Batas waklu pembahasan sampai dengan persetujuan DPRD adalah
2 {dua) bulan sejak Rancangan Keputusan Kepala Daerah di terima;

{3) Apabila sampai batas wakiu sebagaimana di maksud ayat {2} belum
ada keputusan dari DPRD, maka Rancangan Keputusan di maksud
dianggan di setujui oleh DPRD;

Fasal 19

{1} Pembayaran sebagaimana dimaksud pade Pasal 17 Persturan
Diaarah ini diberikkan tanda bukti pembayaran:

{2} Setiap pembayaran dicatat dalam buku penermaan;
{3) Bentuk, isi, kwalitas, ukuran buku dan tanda bukii pembaysran
Retribusi ditetapkan oleh Kepala Dasrah;
BAB X
KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 20
{1) Pengawasan dan pengendalian terhsdap pelaksanaan Peraturan
Daerah ini dilaksanakan cleh Kepala Daerah atau Pejabaf lain yang
ditunjuk;

{2) Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana
dimaksud ayat {1} passal ini diteiapkan oleh Kepals Daerah;
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EAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21
{1) Wajb Retnbusi yang tidak melaksanakan kewsjibannya sehingga
merugikan Keuangan Daersh, diancam dengan Pidana Kurungan
paling iama 3 (tiga) bulan atau denda paling banysk 4 (empat) kali
jumiah Retribusi terutang;

{2} Tindak Pidana ssbagsimana dimaksud pada ayat {1} pasal ini adalah
pelanggaran,

Pasat 22

Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang
nyata — nyata merugikan Pemerintahan Daerah akan diambil tindakan
sesua dengan Peraturan Perundang — undangan yang bertakuy;
BAB Xt
PENYIDIKAN
Pasal 23
{1) Pejsbat Pegawai Neger Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daserah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1581,
tentang Hukum Acars Pidana;
(2} Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
& Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau |aporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang

Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi
lengkap dan jelas;
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Menelit, mencari dan mengumpulken keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilskukan sehubugan dengen tindak pidana di bidang Retribusi
Dragrak;

Meminta keterangan dan bahan bukii dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidans di bidang Ratribusi
Daerah;

Memeriksa buky — buku, catatan — catatan dan dokumen —
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi Dasrah;

Melakukan penggeledshan uniuk mendapatkan bahan bukli
pembukuan, pencatatan dan dokumen ~ dokumen lain serta
melakikan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut:

Meminta bantuan tenaga ahii dalam rangka melaksanakan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah:

Menyuruh berhenti dan atsu melarang seseorang Mmerninggaikan
ruangan stal  tempat pada ssat  pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas crang dan atau dokumen
yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;

Memotret sessorang yang berkaitan dengan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah;

Memanggil orang untuk didengar keterangamnya dan diperiksa
sabagal tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan:
Melgkukan tindakan lain yang peru untuk kelancaran peryidikan

tindak pidena di bidang Retribusi Dersh menurut Hukum ¥&rg
dapat dipertanggungjawabkan;

Penyidikan sebagaimana dimeksud pada ayat {1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuniut Umum sesuai dengan ketentuan yarg diatur dalam
Undang — undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara
Pidans;
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BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daersh ini, maka segala ketentuan yang
mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan
Daerah Ini dinyatakan tidak beriaku lagi;

Pasal 25

Pelaksanaan Peraturan Daersh ini akan diatur dengan Keputusan
Kepaia Daerah;

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pads tanggal diundangkan;

Agar supaya sefiap orang dapat mengetahuinya, memerintahian
pengundangan Peraturan Daerah i dengan penempatannys dalam
Lembaran Daerah Kota Metro,

Disahkan di Metro
Pada tanggal 24 Agustus 2000

WALIKOTA METRO,
Cap/Dto

MOZES HERMAN

Diundangkan di Metro

Fada tanggal 7 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO
Pelaksana Tugas,

e

UHA c SH
PENATA TK.I. NIP. 460012857

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 20 TAHUN 2000 SER] B
NOMOR 10




